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BABˑ Iˑ 

 PENDAHULUANˑ 

 

A. Latarˑ Belakangˑ  

Manusiaˑ merupakanˑ mahlukˑ ciptaanˑ Tuhanˑ yangˑ mempunyaiˑ 

berbagaiˑ macamˑ kebutuhanˑ dalamˑ hidupnyaˑ danˑ setiapˑ manusiaˑ tentuˑ 

menginginkanˑ pemenuhanˑ kebutuhannyaˑ secaraˑ tepatˑ untukˑ dapatˑ 

hidupˑ sebagaiˑ manusiaˑ yangˑ sempurnaˑ, baikˑ secaraˑ individuˑ maupunˑ 

sebagaiˑ bagianˑ dariˑ masyarakatˑ. Maslowˑ mengatakanˑ bahwaˑ manusiaˑ 

akanˑ selaluˑ termotivasiˑ untukˑ memenuhiˑ kebutuhanˑ hidupnyaˑ danˑ 

kebutuhanˑ-kebutuhanˑ iniˑ memilikiˑ tingkatanˑ (hirarkiˑ), yangˑ terdiriˑ dariˑ 

limaˑ jenisˑ, yaituˑ: Theˑ physiological needs (kebutuhan fisiologis), The 

safety needs (kebutuhan rasa aman), The belongingness and love needs 

(kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), The esteem needs 

(kebutuhan akan harga diri), The need for self-actualization (kebutuhan 

terhadap aktualisasi diri).
1
 Berpedomanˑ padaˑ pendapatˑ Maslowˑ 

tersebutˑ, makaˑ dapatˑ dikatakanˑ bahwaˑ salahˑ satuˑ kebutuhanˑ dasarˑ 

manusiaˑ adalahˑ kebutuhanˑ untukˑ menyalurkanˑ nafsuˑ seksnyaˑ 

merupakanˑ kebutuhanˑ fisiologisˑ (theˑ physiologicalˑ needsˑ). Untuk 

memenuhi kebutuhan itu manusia harus melakukan perkawinan terlebih 

dahulu. 
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Perkawinanˑ merupakanˑ salahˑ satuˑ sunnatullahˑ yangˑ berlakuˑ 

padaˑ semuaˑ makhlukˑ Tuhanˑ, baikˑ padaˑ manusiaˑ, hewanˑ maupunˑ 

tumbuhˑ-tumbuhanˑ. Perkawinanˑ merupakanˑ caraˑ yangˑ dipilihˑ Allahˑ 

sebagaiˑ jalanˑ bagiˑ manusiaˑ untukˑ beranakˑ-pinakˑ, berkembangˑ biakˑ danˑ 

melestarikanˑ hidupnyaˑ. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Berdasarkan Pasal 1 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
2
 

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, 

Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan 

perkawinan pada:  

مهاعقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معنا  

“akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk 

berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan (diawali dalam 

akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua 

kata tersebut”.
3
 

Dalam menjalani perkawinan tentunya tidak lepas dari 

problematika yang sering terjadi umumnya, seperti perbedaan-

perbedaan pendapat antara suami dan istri yang biasanya memunculkan 

ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya bermuara 

pada perceraian. Perceraian sendiri merupakan bentuk kegagalan 
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keluarga dalam mempertahankan keharmonisan di dalam keluarga. Saat 

ini, perceraian yang merupakan kegagalan dalam membina kerukunan 

keluarga sudah menjadi hal yang biasa bahkan bukan lagi menghambat 

suatu aktivitas, sehingga perceraian saat ini dipandang sebagai solusi 

terbaik ketika keluarga sudah rapuh.
4
 

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang 

dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) 

tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.
5
 Keadaan 

tersebut berbeda dengan dulu, di mana masyarakat akan merasa malu 

karena perceraian adalah aib dan pemberi contoh yang buruk di 

lingkungan sosialnya. Kegagalan dalam rumah tangga yang dianggap 

lumrah ini berdasarkan fakta bahwa nilai kesejahteraan dalam keluarga 

saat ini masih belum dirasakan semua orang. Gugatan cerai tersebut di 

dominasi oleh wanita yang merasa kurang puas dengan keadaan rumah 

tangganya.
6
 

Putusnya perkawinan karena perceraian di lingkungan Peradilan 

Agama di Indonesia dikenal dengan dua istilah yaitu “cerai gugat” yang 

biasanya diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan dan “cerai talak” 

yang biasanya diajukan oleh pihak suami, istilah ini menunjukkan kesan 

adanya perselisihan perkawinan antaraˑ suamiˑ danˑ istriˑ. Perceraian diatur 

dalamˑ Undangˑ-Undangˑ Nomorˑ 1ˑ Tahunˑ 1974ˑ tentangˑ Perkawinanˑ, 
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diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut prosedur perceraian 

diperketat danˑ mengharuskanˑ perceraianˑ dilakukanˑ diˑ mejaˑ Pengadilanˑ. 

Denganˑ adanyaˑ sistemˑ perceraianˑ diˑ pengadilanˑ makaˑ dapatˑ memberiˑ 

waktuˑ kepadaˑ paraˑ suamiˑ istriˑ untukˑ berpikirˑ ulangˑ selamaˑ prosesˑ 

perceraianˑ.
7
 

Ceraiˑ gugatˑ yang diajukanˑ olehˑ istriˑ yangˑ petitumnyaˑ memohonˑ 

agarˑ Pengadilanˑ Agamaˑ memutuskanˑ perkawinanˑ penggugatˑ danˑ 

tergugatˑ itu terjadi karena banyak berbagai faktor yang menyebabkan 

seorang istri akhirnya dapat menggugat cerai suaminya, sehingga suami 

pada akhirnya akan pasrah dengan keputusan pengadilan, walaupun 

akhirnya keputusan bercerai kembali lagi atas dasar persetujuan laki-

laki.  

Dengan adanya cerai gugat tersebut membuat perempuan harus 

berhadapan langsung dengan hukum yang mana tidak sedikit dari 

perempuan yang mengajukan cerai gugat tersebut faham tentang 

beracara di Pengadilan dan diantara mereka juga banyak yang tidak tahu 

apa-apa saja yang menjadi hak mereka sebagai perempuan. Kemudian 

PERMAˑ Nomorˑ 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ tentangˑ Pedomanˑ Mengadiliˑ Perkaraˑ 

Perempuanˑ Berhadapanˑ Denganˑ Hukumˑ hadir untukˑ mengaturˑ 

mengenaiˑ apaˑ sajaˑ halˑ yangˑ seharusnyaˑ menjadiˑ pertimbanganˑ hakimˑ 

ketikaˑ memeriksaˑ danˑ mengadiliˑ perkaraˑ perempuanˑ berhadapanˑ 

denganˑ hukumˑ, sepertiˑ adanyaˑ ketidaksetaraanˑ statusˑ sosialˑ, 

                                                           
7
 Siska Lis, op.cit. hlm. 76 



5 
 

 
 

ketidakberdayaanˑ fisikˑ, relasiˑ kuasaˑ, adanyaˑ riwayatˑ kekerasanˑ, 

maupunˑ dampakˑ psikisˑ.  

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut mengatur Hak ˑ-hakˑ 

Perempuanˑ Berhadapanˑ denganˑ Hukumˑ sebagaiˑ berikutˑ: 

1. Hakˑ memperolehˑ perlindunganˑ atasˑ keamananˑ pribadiˑ, keluargaˑ danˑ 

hartaˑ bendanyaˑ yangˑ berkaitanˑ denganˑ kesaksianˑ yangˑ akanˑ, sedangˑ 

atauˑ telahˑ diberikanˑ. 

2. Hakˑ memberikanˑ keteranganˑ tanpaˑ tekananˑ 

3. Hakˑ bebasˑ dariˑ pertanyaanˑ yangˑ menjeratˑ 

4. Hakˑ  mendapatkanˑ pendampingˑ 

5. Hakˑ dirahasiakanˑ identitasnyaˑ 

6. Hakˑ mendapatkanˑ nasehatˑ hukumˑ 

7. Hakˑ mendapatkanˑ penerjemahˑ 

8. Hakˑ mendapatkanˑ restitusiˑ 

9. Hakˑ atasˑ pemulihanˑ

8
 

Dengan adanya PERMA tersebut diharapkan hakim mempunyaiˑ 

kepekaanˑ genderˑ danˑ dapatˑ memperkayaˑ kuantitasˑ danˑ kualitasˑ hakimˑ 

yangˑ memilikiˑ kapasitasˑ terkaitˑ kesetaraanˑ genderˑ yangˑ akanˑ 

membantuˑ prosesˑ peradilanˑ danˑ lahirnyaˑ putusanˑ-putusanˑ hakimˑ 

progresifˑ. Selainˑ ituˑ melaluiˑ putusanˑ hakimˑ diharapkanˑ bukanˑ hanyaˑ 

menerjemahkanˑ aturanˑ hukumˑ, namunˑ jugaˑ dapatˑ menghadirkanˑ rasaˑ 

keadilanˑ yangˑ adaˑ diˑ masyarakatˑ. Berkembangˑ pulaˑ harapanˑ bagiˑ 
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perempuanˑ yangˑ berhadapanˑ denganˑ hukumˑ baikˑ perempuanˑ yangˑ 

menjadiˑ pelakuˑ, korbanˑ danˑ saksiˑ untukˑ mendapatkanˑ hakˑ-haknyaˑ danˑ 

aksesˑ terhadapˑ keadilanˑ.
9
 

Semenjak ada PERMA tersebut kini perempuan lebih percaya 

diri untuk berhadapan dengan hukum seperti gugat cerai yang di 

ajukannya ke Pengadilan Agama. Pada pokok putusan gugatan 

perceraian seringkali ditemukan pembebanan kepada pihak tergugat 

(suami) berupa mut’ahˑ danˑ nafkahˑ iddahˑ yangˑ berdasarkanˑ ketentuanˑ 

Pasalˑ 149ˑ Kompilasiˑ Hukumˑ Islamˑ bahwaˑ dalamˑ perkaraˑ ceraiˑ gugatˑ 

padaˑ umumnyaˑ hakimˑ tidakˑ menghukumˑ suamiˑ untukˑ memberikanˑ 

mut’ahˑ danˑ nafkahˑ iddahˑ, namun pembebanan tersebut hanya kreatifitas 

hakim. Hakimˑ    memilikiˑ    hakˑ    khususˑ    dalamˑ    menyelesaikanˑ    

perkaraˑ    diˑ    Pengadilanˑ Agamaˑ/Mahkamahˑ Syar’iyahˑ yaituˑ hakˑ exˑ 

officioˑ yangˑ berartiˑ hakˑ karenaˑ jabatanˑ.  Denganˑ hakˑ iniˑ, hakimˑ dapatˑ 

keluarˑ dariˑ aturanˑ selamaˑ didukungˑ denganˑ pertimbanganˑ yangˑ logisˑ 

danˑ sesuaiˑ aturanˑ perundangˑ-undanganˑ.
10

 

Hakimˑ diharapkanˑ dapatˑ memutuskanˑ perkaraˑ agarˑ terwujudˑ 

nilaiˑ-nilaiˑ kepastianˑ hukumˑ, keadilanˑ danˑ kemanfaatanˑ. Dengan 

menggunakan hak ex officio ini hakim dapat memberikan hak-hak yang 

layak dan pantas didapatkan oleh Penguggat sebagai Perempuan yang 

harus dilindungi hak-haknya walaupun Penggugat sendiri tidak 

                                                           
9
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Indonesia (JPHI), Vol. 1, Issue 1, Oktober 2020 hlm. 72 



7 
 

 
 

memintanya dikarenakan Penggugat yang  awam  hukum  tidak 

menuntut  kepada  Tergugat  untuk  membayar  seperti nafkah iddah 

dan/atauˑ mut’ahˑ,  memberikanˑ nafkahˑ  anakˑ  danˑ  pembagianˑ  hartaˑ  

bersamaˑ.   

Hal tersebut menarik perhatian penulis karena denganˑ adanyaˑ 

PERMAˑ Nomor 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ tentangˑ Pedomanˑ Mengadiliˑ Perkaraˑ 

Perempuanˑ Berhadapanˑ Denganˑ Hukumˑ membuat Hakimˑ harus 

menggunakan hak ex officionya pada gugatan perceraian untuk 

memberikan pembebanan kepada pihak tergugat. Juga dalam amar 

putusan Hakim ditemui kalimat yang menyatakan “yang dibayar 

sebelum Tergugat mengambil akta cerai” (harus membayar pembebanan 

terlebih dahulu sebelum mengambil akta cerai) yang dinilai lebih 

menguntungkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat merasa dirugikan 

karena Tergugat merasa tidak pernah hadir dalam persidangan untuk 

memberikan keterangannya, akan tetapi Hakim tetap memutuskan untuk 

memberikan pembebanan kepada pihak Tergugat pada perkara gugatan 

perceraian secara verstek.  

Verstek ialah apabilaˑ tergugatˑ telahˑ dipanggilˑ secaraˑ patutˑ 

namunˑ tidakˑ datangˑ menghadiriˑ sidangˑ pertamaˑ tanpaˑ alasanˑ yangˑ sahˑ, 

hakimˑ langsungˑ dapatˑ menerapkanˑ acaraˑ verstekˑ, denganˑ jalanˑ 

menjatuhkanˑ putusanˑ vertsek. Tindakanˑ ituˑ dapatˑ dilakukanˑ 

berdasarkanˑ jabatanˑ atauˑ exˑ officioˑ, meskipunˑ tidakˑ adaˑ permintaanˑ dariˑ 
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pihakˑ penggugatˑ.
11

 

Berdasarkan studi awal, penulis menemukan 3 dari 5 orang 

Tergugat ternyata bersikap keberatan atas adanya pembebanan tersebut 

lantaran mereka merasa tidak pernah hadir dalam persidangan yang 

dalam artian tidak pernah memberikan keterangan apakah mereka 

mampu atau tidak melunasi pemebanan tersebut. Sedangkan 2 orang 

Tergugat yang menjadi informan bersikap tidak keberatan terhadap 

pembebanan yang diberikan oleh hakim untuknya karena itu hal yang 

wajar saja ketika hakim memutuskan suatu perkara. 

Atas dasar studi awal tersebutˑ sehinggaˑ perluˑ kiranyaˑ penulisˑ 

mengkajiˑ halˑ tersebutˑ lebihˑ mendalamˑ dalam sebuah penelitian yang 

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Sikap Tergugat 

Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan Permaˑ Nomorˑ 3ˑ 

Tahunˑ 2017ˑ (Studi diˑ Pengadilanˑ Agamaˑ Martapura)”. 

 

B. Rumusanˑ Masalahˑ 

Agarˑ penulisˑ mudahˑ dalamˑ penyusunanˑ skripsiˑ, makaˑ penulisˑ 

merumuskanˑ beberapaˑ pokokˑ masalahˑ yangˑ akanˑ dibahasˑ dalamˑ skripsiˑ 

iniˑ. Adapunˑ rumusanˑ masalah yangˑ akanˑ ditulisˑ yaituˑ: 

a. Bagaimanaˑ sikap tergugat terhadap putusan Hakim Pengadilan ˑ 

Agamaˑ Martapura yangˑ mengimplementasikan PERMAˑ Nomor 3ˑ 

Tahunˑ 2017ˑ? 
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b. Apa saja dampak  dari sikap tergugat terhadap putusan Hakim 

Pengadilanˑ Agamaˑ Martapura yangˑ mengimplementasikan PERMAˑ 

Nomor 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ? 

 

C. Tujuanˑ Penulisan 

Berdasarkanˑ rumusanˑ masalahˑ diatasˑ, makaˑ penulisˑ berupayaˑ untukˑ 

mendiskripsikanˑ tentangˑ tujuanˑ penelitianˑ iniˑ yaituˑ: 

a. Untukˑ mengetahuiˑ sikap tergugat terhadap putusan Hakim Pengadilan 

Agama Martapura yang mengimplementasikan PERMA ˑ Nomorˑ 3ˑ 

Tahunˑ 2017ˑ. 

b. Untukˑ mengetahuiˑ dampak dari sikap tergugat terhadap putusan 

Hakim Pengadilanˑ Agamaˑ Martapura yangˑ mengimplementasikan 

PERMAˑ Nomor 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ. 

D. Signifikansiˑ Penelitianˑ 

Penulisˑ berharapˑ dariˑ hasilˑ penelitianˑ yangˑ dilakukanˑ iniˑ diharapkanˑ 

dapatˑ memberikanˑ manfaatˑ antaraˑ lainˑ : 

1. Sebagai bahan informasi ilmiahˑ dan diharapkanˑ dapatˑ bermanfaatˑ serta 

dapatˑ berkontribusiˑ bagiˑ perkembanganˑ ilmuˑ hukumˑ, khususnyaˑ 

dalamˑ bidangˑ Hukumˑ Keluargaˑ terutamaˑ yangˑ berkaitanˑ denganˑ 

Perma Nomor 3 Tahun 2017. 

2. Sebagaiˑ bahanˑ informasiˑ bagiˑ penelitiˑ berikutnyaˑ dalamˑ melakukanˑ 

penelitianˑ lebihˑ mendalamˑ. 

3. Menambahˑ pengetahuanˑ danˑ pengalamanˑ bagiˑ penelitiˑ khususnyaˑ 
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yangˑ berkenaanˑ denganˑ masalahˑ yangˑ ditelitiˑ. 

4. Untuk memperbanyak khazanahˑ perpustakaanˑ UINˑ Antasariˑ 

Banjarmasinˑ khususnya perpustakaanˑ Fakultasˑ Syariahˑ. 

 

E. Definisiˑ Operasionalˑ 

Berdasarkanˑ pengertianˑ judulˑ diatasˑ, penulisˑ memberikanˑ definisiˑ 

operasionalˑ untukˑ menghindariˑ penafsiranˑ yangˑ luasˑ danˑ agarˑ tidakˑ 

terjadiˑ kesalahpahamanˑ dalamˑ menginterpretasikanˑ judulˑ sertaˑ 

permasalahanˑ yangˑ akanˑ ditelitiˑ, makaˑ diperlukanˑ adanyaˑ batasanˑ-batasanˑ 

istilahˑ sebagaiˑ berikutˑ: 

1. Sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada 

pendirian, keyakinan.12 Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk 

mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai 

keadaan sosial, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan 

sebagainya.13 

2. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa 

telah melanggar hak Penggugat.14 

3. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang 

diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang 

                                                           
12

 https://kbbi.lektur.id/sikap, dikutip pada 9 Nov 2021 
13

 Howard H., Kendler, Basic Psychology (Philipines: Benyamin/Cummings, 1974) 
14

 Istilah pihak-pihak dalam gugatan perdata diakses dari 

https://www.hukumacaraperdata.com dikutip pada 9 Nov 2021 



11 
 

 
 

saling berkepentingan.15 Putusan yang dimaksud penulis ialah putusan 

verstek cerai gugat tahun 2020-2021. 

4. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. 

5. Implementasiˑ adalahˑ penerapanˑ atauˑ pelaksanaanˑ.16Implementasi jugaˑ 

bisaˑ diartikanˑ sebagaiˑ tindakanˑ untukˑ menjalankanˑ rencanaˑ yangˑ telahˑ 

dibuatˑ. 

6. PERMA adalah singkatan dari Peraturan Mahkamah Agung yaitu salah 

satu bentuk peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud penulis 

ialah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Berhadapan Dengan Hukum terhadap Hak-hak Perempuan 

Pasca Perceraian (pembebanan nafkah). 

7. Pengadilanˑ Agamaˑ merupakanˑ salahˑ satuˑ penyelenggaraˑ kekuasaanˑ 

kehakimanˑ yangˑ memberikanˑ layananˑ hukumˑ bagiˑ rakyatˑ pencariˑ 

keadilanˑ yangˑ beragamaˑ Islamˑ mengenaiˑ perkaraˑ perdataˑ tertentuˑ 

yangˑ diaturˑ dalamˑ Undangˑ-undangˑ Nomorˑ 7ˑ tahunˑ 1989ˑ tentangˑ 

Peradilanˑ Agamaˑ yangˑ telahˑ diubahˑ denganˑ Undangˑ-undangˑ Nomorˑ 3ˑ 

tahunˑ 2006ˑ danˑ Undangˑ-undangˑ Nomorˑ 50ˑ Tahunˑ 2009ˑ. Pengadilanˑ 

Agamaˑ yang dimaksud penulis ialah Pengadilan Agama Martapura. 

 

                                                           
15

 Mahjudi, putusan hakim adalah mahkota hakim, diakses dari 

https://badilag.mahkamahagung.gp.id, dikutip pada 9 Nov 2021. 
16

 https://kbbi.web.id/implementasi, dikutip pada 9 Nov 2021 
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F. Kajianˑ Pustakaˑ 

Kajianˑ pustakaˑ iniˑ bertujuanˑ untukˑ memperolehˑ suatuˑ gambaranˑ yangˑ 

memilikiˑ hubunganˑ topikˑ yangˑ akanˑ ditelitiˑ dariˑ berbagaiˑ penelitianˑ 

terdahuluˑ yangˑ sejenisˑ atauˑ berkaitanˑ, sehinggaˑ tidakˑ adaˑ pengulanganˑ 

penelitianˑ danˑ duplikasiˑ. Untukˑ menghindariˑ kesalahanˑ danˑ memperjelasˑ 

permasalahanˑ yangˑ penulis angkatˑ, makaˑ diperlukanˑ kajian pustakaˑ 

untukˑ membedakanˑ penelitianˑ iniˑ denganˑ penelitianˑ yangˑ telahˑ adaˑ, 

kajianˑ pustakaˑ antaraˑ lainˑ: 

1. Skripsi yang disusun oleh Huda Efendi Saputro dari IAIN Ponorogo 

yang berjudul “Implementasiˑ PERMAˑ Noˑ. 03ˑ Tahunˑ 2017ˑ Terhadapˑ 

Hakˑ-Hakˑ Istriˑ Pascaˑ Perceraianˑ Diˑ Pengadilanˑ Agamaˑ Ponorogoˑ”. 

Persamaanˑ penelitianˑ iniˑ denganˑ penelitianˑ sayaˑ yaituˑ samaˑ-samaˑ 

mengkaji Implementasi PERMAˑ noˑ. 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ dengan jenisˑ 

penelitianˑ yangˑ sama yakni penelitianˑ yangˑ dilakukanˑ denganˑ 

meninjauˑ secara langsungˑ keˑ lapanganˑ. Danˑ perbedaan penelitian saya 

dengan penelitian pada skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya 

yakni skripsi ini lebih fokus kepada mengetahui implementasiˑ 

PERMAˑ noˑ. 03ˑ tahunˑ 2017ˑ terhadapˑ hakˑ-hakˑ istriˑ pascaˑ perceraianˑ 

dalamˑ perkaraˑ ceraiˑ talakˑ yangˑ diˑ putusˑ secaraˑ verstekˑ diˑ Pengadilanˑ 

Agamaˑ Ponorogoˑ danˑ implementasiˑ PERMAˑ noˑ. 03ˑ tahunˑ 2017ˑ 

terhadapˑ hakˑ-hakˑ istriˑ pascaˑ perceraianˑ dalamˑ perkaraˑ ceraiˑ gugatˑ diˑ 

Pengadilanˑ Agamaˑ Ponorogoˑ. Sedangkan penelitianˑ saya berfokus 

kepada sikap tergugat terhadap putusan hakim yang 
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mengimplementasikan PERMA tersebut dengan subjek penelitian saya 

ialah tergugat.17 

2. Skripsi yang disusun oleh Ulfiana Linda Utami  dari UIN Walisongo 

yang berjudul “Implementasiˑ PERMAˑ Noˑ 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ Terhadapˑ 

Hakˑ Perempuan Dan Hakˑ Anakˑ Sebagai Akibatˑ Dariˑ Perceraianˑ Diˑ 

Pengadilanˑ Agamaˑ Semarangˑ”. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian saya yaitu sama-sama mengkaji Implementasi PERMAˑ noˑ. 

3ˑ Tahunˑ 2017ˑ dengan menggunakan jenisˑ penelitianˑ yangˑ sama yaitu 

penelitian hukum empiris. Untuk perbedaanˑ penelitianˑ sayaˑ denganˑ 

penelitianˑ pada skripsi iniˑ yakni fokus penelitianˑ iniˑ pada 

implementasiˑ PERMAˑ Noˑ 3ˑ tahunˑ 2017ˑ diˑ Pengadilanˑ Agamaˑ 

Semarangˑ dan implikasiˑ PERMAˑ Noˑ 3ˑ tahunˑ 2017ˑ terhadapˑ hakˑ 

perempuanˑ danˑ hakˑ anakˑ sebagaiˑ akibatˑ dariˑ perceraianˑ diˑ Pengadilanˑ 

Agamaˑ Semarangˑ. Sedangkan penelitianˑ saya berfokus pada sikap 

tergugat terhadap putusan hakim Pengadilan terkait Implementasi 

PERMA tersebut.18 

3. Tesis yang disusun oleh Rizky Silvia Putri dari UIN Raden Intan 

Lampung yang berjudulˑ “Implementasiˑ Peraturanˑ Mahkamahˑ Agungˑ 

Noˑ. 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ Tentangˑ Pedomanˑ Mengadiliˑ Perkaraˑ Perempuanˑ 

Berhadapanˑ Denganˑ Hukumˑ Terhadapˑ Perkaraˑ Ceraiˑ Gugatˑ (Studiˑ 

Pengadilanˑ Agamaˑ Kelasˑ 1ˑAˑ Tanjungˑ Karangˑ)”. Persamaan penelitian 

                                                           
17

 Huda Efendi Saputro, Skripsi: “Implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 Terhadap 

Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo”, IAIN Ponorogo, 2019. 
18

 Ulfiana Linda Utami, Skripsi : “Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap 

Hak Perempuan dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian di Pengadilan Agama 

Semarang”, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.  
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ini dengan penelitian saya yakni sama-sama mengkaji implementasi 

PERMA nomor 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ tentangˑ pedomanˑ mengadiliˑ perempuanˑ 

berhadapanˑ denganˑ hukumˑ terhadapˑ perkaraˑ ceraiˑ gugatˑ. Dan 

perbedaan penelitianˑ iniˑ dengan penelitianˑ saya yaitu di tesis ini juga 

mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat 

setelah adanya PERMA ini dan mengkaji tinjauan maslahah terhadap ˑ 

pertimbanganˑ hakimˑ dalamˑ memutusˑ perkaraˑ ceraiˑ gugatˑ setelahˑ 

adanyaˑ PERMAˑ  tersebut sedangkan penelitian saya selain mengkaji 

bagaimana sikap dari tergugat terhadap putusan hakim yang 

mengimplementasikan PERMA tersebut juga mengkaji bagaimana 

dampak dari sikap tergugat.19 

4. Skripsi yang disusun oleh Anri Supriadi dari IAIN Curup yang 

berjudul “Pelaksanaanˑ PERMAˑ Noˑ 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ Tentangˑ Pedomanˑ 

Mengadiliˑ Perkaraˑ Perempuanˑ Berhadapanˑ Denganˑ Hukumˑ Diˑ 

Pengadilanˑ Agamaˑ Curupˑ”. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian saya yakni sama-sama mengkaji PERMA dan mengkaji 

pendapat pihak yang berperkara terhadap lahirnya PERMA ini. 

Sedangkan perbedaannya penelitian saya berfokus pada tergugat, 

sedangkan penelitian ini juga mengkaji pendapat hakim.20 

5. Tesis yang disusun oleh Ahmad Ali dari Universitas Muria Kudus 

                                                           
19

 Risky Silvia Putri, Tesis: “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap 

Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)”, Universitas Raden 

Intan Lampung, 2020. 
20

 Anri Supriadi, Skripsi: “Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup”, IAIN Curup, 2019. 
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yangˑ berjudulˑ “Implementasiˑ Perlindunganˑ Hakˑ-Hakˑ Isteriˑ Dalamˑ 

Perkaraˑ Ceraiˑ Gugatˑ Diˑ Pengadilanˑ Agamaˑ Patiˑ Pascaˑ Berlakunyaˑ 

Permaˑ Nomorˑ 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ”. Persamaanˑ penelitianˑ iniˑ ialahˑ samaˑ-

samaˑ mengkaji hak-hak istri dalamˑ perkaraˑ ceraiˑ gugatˑ atas dasar 

penerapan PERMAˑ Nomor 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ tersebut dan perbedaan 

penelitian ini mengkaji akibatˑ hukumˑ hakˑ-hakˑ Istriˑ dalamˑ perkaraˑ 

ceraiˑ gugatˑ diˑ Pengadilanˑ Agamaˑ Patiˑ pascaˑ berlakunyaˑ Permaˑ 

Nomorˑ 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ danˑ menjelaskanˑ perlindunganˑ hukumˑ atasˑ hakˑ-

hakˑ isteriˑ dalamˑ perkaraˑ ceraiˑ gugatˑ diˑ Pengadilanˑ Agamaˑ Patiˑ 

sedangkan penelitian saya hanya terfokus kepada sikap tergugat 

beserta dampak dari sikap tersebut terhadap putusan hakim yang 

mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.21 

  Dari beberapa literatur yang penulis bandingkan, jelas terlihat 

perbedaan denganˑ apaˑ yangˑ akanˑ penulis telitiˑ. Mengingat bahwa dalamˑ 

penelitianˑ iniˑ membahas terkait sikap tergugat dan dampak dari sikap 

tergugat tersebut terhadap putusan Hakim yang mengimplementasikan 

PERMA Nomor 3 Tagun 2017 di Pengadilan Agama Martapura. 

G. Sistematikaˑ Penulisanˑ 

Sistematikaˑ penulisanˑ memegangˑ perananˑ yangˑ sangatˑ pentingˑ bagiˑ 

suatuˑ karyaˑ ilmiahˑ untukˑ memudahkanˑ bagiˑ pembacaˑ dalamˑ memahamiˑ 

isiˑ atauˑ materiˑ skripsiˑ iniˑ, makaˑ sistematikaˑ penulisanˑ disusunˑ sebagaiˑ 

berikutˑ: 

                                                           
21

 Ahmad Ali, Skripsi: “Implementasi Perlindungan Hak-Hak Isteri Dalam Perkara Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Pati Pasca Berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017”, Universitas 

Muria Kudus, 2021. 
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BABˑ Iˑ Pendahuluanˑ, Padaˑ babˑ iniˑ berisikanˑ latarˑ belakangˑ masalahˑ, 

rumusanˑ masalahˑ, tujuanˑ penelitianˑ, signifikasiˑ penelitianˑ, definisiˑ 

operasionalˑ, kajianˑ pustakaˑ, danˑ sistematikaˑ penulisanˑ. 

BABˑ IIˑ Landasanˑ Teoriˑ, Padaˑ babˑ iniˑ akanˑ memuatˑ landasanˑ teoriˑ 

yangˑ berkaitanˑ denganˑ penelitianˑ iniˑ yang meliputi pengertian serta acuan 

sebagaiˑ pisauˑ analisisˑ dalamˑ penelitianˑ iniˑ. 

Babˑ IIIˑ : Metodeˑ Penelitianˑ, meliputiˑ jenisˑ penelitianˑ, subjekˑ danˑ objekˑ 

penelitianˑ, dataˑ danˑ sumberˑ dataˑ, tehnikˑ pengumpulanˑ dataˑ, tehnikˑ pengelolaanˑ 

dataˑ danˑ analisisˑ dataˑ. 

Babˑ IVˑ : Laporanˑ hasilˑ penelitianˑ, yangˑ meliputiˑ tentangˑ diskripsiˑ hasilˑ 

penelitianˑ, sertaˑ analisisˑ dataˑ. 

Babˑ Vˑ : Penutupˑ, yangˑ terdiriˑ dariˑ kesimpulanˑ sertaˑ saranˑ-saranˑ. 

 

 

 


